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Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta 

rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan 

pembelajaran inklusif . Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan 

pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin 

hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di 

beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan 

pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua 

siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan 

inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah 

telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya 

pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar 

lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, 

serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang 

inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten. 

Abstract 

The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten 

Province are the limited access and quality of educational services for students with 

special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the 

low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive 

learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. 

The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation 

of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education 

for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of 

inclusive and sustainable education development goals. This research uses a 

qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten 

Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, 

observations, and document studies, involving stakeholders such as the education 

office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted 

descriptively using an interactive model. The research results indicate that the 

implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway 

but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there 

are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and 

minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation 

between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher 

capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve 

inclusive and equitable education in Banten Province. 
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PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya 

pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi 

(Aksela, 2025; Bracco et al., 2024; Park & Kwon, 2024). Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi 

serta berbagai regulasi nasional yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak dengan 

kebutuhan khusus, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks global, 

pendidikan inklusif juga menjadi bagian dari komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, 

khususnya dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua 

(Karimatunisa & Muhtarom, 2024). 

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa 

diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan inklusif 

menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Antariksa et 

al., 2022; Darodjat dan Wahyudhiana M, 2015; Yuningsih, 2019). Pendidikan inklusif menekankan pada 

penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didik dalam satu sistem yang 

setara, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Namun demikian, 

implementasi kebijakan ini di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Banten, masih menghadapi 

tantangan yang cukup kompleks (Anwar et al., 2025). Secara umum, perkembangan pendidikan inklusif 

di Indonesia menunjukkan tren positif. Data nasional mencatat bahwa hingga Desember 2022 terdapat 

sekitar 40.928 sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus mencapai 135.946 siswa (Fitrah et al., 2024). Namun, capaian tersebut belum 

sepenuhnya mencerminkan pemerataan layanan, khususnya di tingkat daerah. Di Provinsi Banten 

sendiri, implementasi pendidikan inklusif masih tergolong terbatas. Data Balai Penyelenggara 

Pendidikan Khusus (BPPK) menunjukkan bahwa baru sekitar 85 Sekolah Dasar yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusif, jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan layanan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

 
 

 
Gambar 1. Presentase Jenis Kebutuhan Khusus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Media Online, 2026 

Infografik tersebut menampilkan persentase jenis kebutuhan khusus pada peserta didik jenjang SD 

(SPPPI). Data ini menggambarkan variasi karakteristik siswa berkebutuhan khusus serta proporsi 

masing-masing kategori. Secara umum, kategori dengan persentase tertinggi adalah K – Kesulitan belajar 

sebesar 33,80%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, yang menunjukkan bahwa 

mayoritas siswa berkebutuhan khusus di jenjang SD mengalami hambatan dalam proses belajar, seperti 

kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Di posisi berikutnya terdapat A – Tuna netra sebesar 
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16,13%, yang menunjukkan proporsi cukup signifikan dari siswa dengan gangguan penglihatan. 

Selanjutnya, kategori H – Hiperaktif sebesar 7,65% juga cukup dominan, mencerminkan adanya 

kebutuhan perhatian khusus dalam pengelolaan perilaku dan konsentrasi siswa di kelas. Dari keseluruhan 

data, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan khusus pada jenjang SD sangat beragam, namun didominasi 

oleh masalah kesulitan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif perlu lebih 

difokuskan pada penguatan strategi pembelajaran adaptif, peningkatan kompetensi guru dalam 

menangani kesulitan belajar, serta penyediaan layanan pendukung yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. Selain itu, keberagaman jenis kebutuhan khusus ini juga menuntut sistem pendidikan yang 

fleksibel dan responsif agar mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik secara optimal 

(Jumanah et al., 2025). 

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat 

menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan (Ira Nazliyah, 2024). 

Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan 

perdesaan. Selain itu, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai 

kabupaten/kota menuntut adanya sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap keragaman 

kebutuhan belajar (Abdullah, 2025; Eden, 2018; Fitriah et al., 2024). 

Tabel 1. Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

 

Sumber: BPS Provinsi Bante, 2025 

Data menunjukkan bahwa jumlah siswa berkebutuhan khusus di Banten cukup signifikan, namun 

belum seluruhnya memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan prinsip inklusivitas (Mulyah & 

Khoiri, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan 

dengan implementasi di lapangan. Kebijakan pendidikan inklusif pada dasarnya bertujuan untuk 

menghapus segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan dengan memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua peserta didik untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama (Astenia et al., 

2020; Wu et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini seringkali dihadapkan 

pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang 

memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan khusus, serta minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap konsep inklusivitas. Di Provinsi Banten, tantangan tersebut diperparah dengan disparitas 

kapasitas kelembagaan antar daerah, yang berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan 

pendidikan inklusif secara merata (Amelia & Azizah, 2023). 

Lebih lanjut, persoalan klasifikasi dan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi 

isu krusial dalam implementasi kebijakan ini. Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik 

sangat menentukan jenis layanan pendidikan yang diberikan (Mustika Yanti et al., 2023; Nasrulloh & 

Ismail, 2018; Suardipa & Pitriani, 2020). Namun, masih ditemukan kasus di mana peserta didik belum 

terklasifikasi dengan baik, sehingga berpotensi tidak mendapatkan intervensi pendidikan yang tepat. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan asesmen masih memerlukan penguatan, baik dari 
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sisi regulasi maupun kapasitas teknis di tingkat satuan pendidikan (Farhan Alfikri, Nyayu Khidjah, 

2022). Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses layanan pendidikan khusus dan 

inklusif. Hingga saat ini, jumlah Sekolah Khusus (SKh) negeri di Provinsi Banten hanya sekitar 8 unit, 

sehingga belum mampu menjangkau seluruh ilayah kabupaten/kota secara optimal). Kondisi ini 

menyebabkan sebagian besar anak berkebutuhan khusus harus mengandalkan sekolah swasta yang 

kapasitas dan kualitas layanannya beragam, bahkan tidak sedikit yang akhirnya tidak memperoleh 

layanan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah sendiri telah merencanakan pembangunan 

tambahan sekolah khusus, namun hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan masih jauh lebih besar 

dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas yang ada (Jumanah et al., 2025). 

Selain keterbatasan infrastruktur, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya 

partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Data sebelumnya menunjukkan bahwa 

jumlah anak berkebutuhan khusus di Banten mencapai sekitar 5.000 anak, namun yang terlayani dalam 

sistem pendidikan inklusif belum mencapai 1.000 anak. Kesenjangan ini mengindikasikan masih adanya 

hambatan dalam proses identifikasi, aksesibilitas, serta penerimaan terhadap pendidikan inklusif di 

masyarakat. Permasalahan juga terlihat pada aspek kualitas layanan pendidikan. Secara nasional, 

meskipun terdapat lebih dari 40 ribu sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, hanya 

sekitar 14,83% yang memiliki guru pembimbing khusus. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian 

besar satuan pendidikan belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan 

layanan pendidikan inklusif secara optimal. Di tingkat daerah seperti Banten, keterbatasan kompetensi 

guru, minimnya pelatihan khusus, serta kurangnya dukungan fasilitas pembelajaran menjadi faktor 

penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini (Anjani et al., 2023; Farawita, 2024; Kogoya & 

Uruwaya, 2022; Nugraha, 2020; Suteja, 2024). 

Di sisi lain, berdasarkan publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Banten 2025, masih terdapat 

variasi tingkat partisipasi pendidikan dan capaian pendidikan antar wilayah di Banten yang menunjukkan 

adanya ketimpangan akses pendidikan. Ketimpangan ini semakin memperbesar tantangan dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusif secara merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan 

sumber daya dan infrastruktur pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten belum berjalan optimal. Terdapat 

kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi empiris di lapangan, baik dari segi 

akses, kualitas layanan, maupun pemerataan distribusi fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan 

kajian yang komprehensif untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi yang tepat dalam rangka 

mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penting untuk 

melakukan analisis yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten. 

 Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek kebijakan, tetapi juga pada praktik di lapangan, 

termasuk kesiapan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi 

kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di 

Provinsi Banten. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Patton, 2002; Steven 

J. Taylor, Robert Bogdan, 2016) analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan 

pendidikan inklusif dalam upaya pemerataan pendidikan di Provinsi Banten. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif para pelaku kebijakan 

serta kondisi empiris di lapangan. Penelitian dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota yang 

merepresentasikan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan, seperti Kota Tangerang, Kota Serang, 

Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan pemilihan lokasi secara purposive guna 

memperoleh variasi data yang relevan. Waktu penelitian berlangsung dalam rentang sekitar tiga hingga 

enam bulan, mencakup tahap pengumpulan hingga analisis data. 



35   Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 , No. 1, Juni 2026, pp. 31-49 

E-ISSN  2622 – 0253    DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5737    

  

 Jumanah et al. (Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Upaya…) 

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang 

memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, 

seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, guru kelas dan guru 

pembimbing khusus (GPK), orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, serta pihak terkait lainnya. 

Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi 

langsung, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan resmi, data statistik 

pendidikan, dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk 

menggali informasi terkait implementasi kebijakan, observasi untuk melihat kondisi nyata di lapangan, 

serta studi dokumentasi untuk melengkapi data pendukung. 

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (Matthew B Miles, Michael Huberman, 2014), dengan dukungan perangkat lunak 

NVivo untuk membantu proses pengkodean, pengelompokan tema, serta visualisasi hubungan antar 

konsep. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta 

dilakukan member check dan peer debriefing guna memastikan validitas dan kredibilitas temuan. 

Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dan 

pemerintah daerah di Provinsi Banten, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan akses data. 

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif serta kontribusinya dalam mewujudkan pemerataan 

pendidikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kerangka Kebijakan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

 

Gambar 2. Payung Hukum Pendidikan Inklusif 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 

Gambar tersebut memuat kerangka regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan 

inklusif di Indonesia, yang menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam menjamin hak 

pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Diawali dengan Undang-

Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, yang menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas 

berhak memperoleh pendidikan melalui berbagai bentuk sekolah luar biasa (SLB), seperti SLB-A untuk 

tuna netra, SLB-B untuk tuna rungu-wicara, SLB-C untuk tuna grahita, SLB-D untuk tuna daksa, SLB-

E untuk tuna laras, dan SLB-G untuk tuna ganda. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2) memperkuat prinsip kesetaraan dengan 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, serta secara 

khusus menegaskan bahwa individu dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau 

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Munaroh, 2024). 

Komitmen tersebut kemudian diperjelas melalui kebijakan teknis, seperti Surat Edaran 

Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang mendorong setiap kabupaten/kota untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menetapkan minimal empat sekolah inklusi pada setiap 

jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK). Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari 

pendidikan segregatif menuju pendidikan yang lebih inklusif dan terintegrasi. Lebih lanjut, Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang 
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disabilitas memberikan panduan teknis terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk 

penyediaan fasilitas, aksesibilitas, serta dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa regulasi pendidikan inklusif di Indonesia 

telah berkembang secara bertahap, mulai dari pendekatan berbasis pemisahan hingga menuju sistem 

pendidikan yang inklusif, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek 

(Frank & Taylor, 2024; M et al., 2024; Munaroh, 2024; Rizki et al., 2024). 

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, pendidikan bagi 

anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sebenarnya sudah terjamin secara hukum. Jaminan 

itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh 

berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk tunanetra, SLB-B bagi tunarungu-wicara, SLB-C 

untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tunalaras, SLB-G untuk tunaganda. Untuk 

mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan,Pemerintah membuat Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mencakup hak- hak penyandang disabilitas, yakni dalam Bab IV 

Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

Selanjutnya melalui surat edaran (Kemendiknas, 2010: 6) Dirjen Dikdasmen, Depdiknas No. 

380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 disebutkan: Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan 

dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: 

SD, SMP, SMA, SMK. Yang terbaru, pada 20 Februari 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 

Disabilitas. Peraturan Pelaksana tersebut merupakan wujud amanat pasal 42 ayat 8 dan pasal 43 ayat 2 

dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengenai kewajiban 

penyelenggara pendidikan (sekolah dan universitas) dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi 

peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan tersebut memuat panduan teknis penyelenggaraan 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai jenjang serta jenis pendidikan. Ada pula 

tata cara penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Penyediaan 

akomodasi bagi peserta didik disabilitas tidak disamaratakan, melainkan sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan ragam disabilitasnya. Pasal-pasal yang diatur di dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 ini dapat 

dijadikan pedoman dasar penyelenggaraan serta penyediaan aksesibilitas bagi sekolah berbasis 

pendidikan inklusif. 

B. Kondisi Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

Dari sisi sebaran wilayah, implementasi pendidikan inklusif belum merata antar kabupaten/kota. 

Data sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon 

memiliki jumlah sekolah inklusi yang relatif lebih banyak dibandingkan daerah lain, sementara 

beberapa wilayah seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Serang masih memiliki jumlah yang sangat 

terbatas. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas kapasitas daerah dalam 

mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif, baik dari segi sumber daya, komitmen kebijakan, 

maupun dukungan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya akses peserta didik 

berkebutuhan khusus di wilayah tertentu, terutama di daerah perdesaan atau wilayah dengan tingkat 

pembangunan pendidikan yang lebih rendah (DiCicco & Faulkner, 2024; Wu et al., 2024). 

Sementara itu, dari aspek jumlah dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, data 

menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten diperkirakan mencapai 

sekitar 5.000 anak, namun yang telah terlayani dalam sistem pendidikan inklusif masih kurang dari 

1.000 anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak berkebutuhan khusus belum 

mendapatkan akses pendidikan yang sesuai. Dari sisi karakteristik, peserta didik berkebutuhan khusus 

di Banten sangat beragam, mulai dari kesulitan belajar, autisme, tuna netra, tuna rungu, hingga 

kebutuhan khusus lainnya. Namun, dominasi kategori kesulitan belajar menunjukkan bahwa kebutuhan 

layanan pendidikan lebih banyak berkaitan dengan adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran 

dibandingkan dengan kebutuhan fasilitas fisik semata. 

Selain itu, kondisi eksisting juga menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusi masih 

menghadapi keterbatasan dalam hal sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pendukung 
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pembelajaran. Banyak sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, namun belum memiliki 

guru pembimbing khusus (GPK) yang memadai, serta belum didukung oleh fasilitas pembelajaran yang 

ramah disabilitas. Hal ini berdampak pada belum optimalnya layanan pendidikan yang diberikan kepada 

peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga tujuan pendidikan inklusif untuk memberikan layanan 

yang setara dan berkualitas belum sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, kondisi eksisting 

pendidikan inklusif di Provinsi Banten menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan 

implementasi di lapangan. Meskipun telah terdapat upaya pengembangan sekolah inklusi dan 

peningkatan jumlah peserta didik yang terlayani, namun keterbatasan jumlah sekolah, ketimpangan 

distribusi wilayah, serta rendahnya cakupan layanan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan 

utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih terarah 

untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif sebagai bagian dari 

upaya pemerataan pendidikan di Provinsi Banten. 

Tabel 2. Kondisi Eksisting Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

No Aspek yang Dikaji Indikator Data/Temuan Keterangan 

1 Jumlah Sekolah 

Inklusi 

SD penyelenggara 

inklusi 

± 85 SD Masih terbatas dibanding 

total SD di Banten   
SMA/SMK inklusi ± 22 sekolah Tersebar di beberapa 

kab/kota 

2 Proporsi Sekolah Perbandingan dengan 

total sekolah 

Sangat kecil Belum mencerminkan 

pemerataan layanan 

3 Sebaran Wilayah Wilayah dengan 

sekolah inklusi lebih 

banyak 

Kab. Pandeglang, 

Kota Cilegon 

Relatif lebih berkembang 

  
Wilayah dengan 

sekolah inklusi 

terbatas 

Kota Tangerang, 

Kab. Serang 

Akses masih rendah 

4 Jumlah ABK Total anak 

berkebutuhan khusus 

± 5.000 anak Estimasi jumlah 

keseluruhan   
ABK terlayani di 

sekolah inklusi 

< 1.000 anak Cakupan layanan masih 

rendah 

5 Karakteristik ABK Jenis kebutuhan 

khusus 

Kesulitan belajar, 

autisme, tuna 

netra, tuna rungu, 

dll 

Sangat beragam 

  
Dominasi jenis Kesulitan belajar Membutuhkan adaptasi 

pembelajaran 

6 Sarana dan 

Prasarana 

Ketersediaan fasilitas 

inklusif 

Belum memadai Banyak sekolah belum 

ramah disabilitas 

7 Tenaga Pendidik Guru Pembimbing 

Khusus (GPK) 

Terbatas Tidak semua sekolah 

memiliki GPK 

8 Sistem Pendukung Layanan 

pembelajaran inklusif 

Belum optimal Kurikulum dan metode 

belum sepenuhnya adaptif 

9 Kesenjangan 

Implementasi 

Gap kebijakan vs 

praktik 

Masih tinggi Implementasi belum 

merata 

10 Dampak Akses pendidikan 

ABK 

Masih terbatas Pemerataan belum 

tercapai 

Sumber:Temuan Lapangan, 2026 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi eksisting pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih 

menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada jumlah sekolah inklusi, distribusi wilayah, serta 

cakupan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun kebijakan telah tersedia, implementasinya 

belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan pendidikan secara optimal. 
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C. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Inklusif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses dan pemerataan layanan pendidikan inklusif di 

Provinsi Banten masih belum optimal dan cenderung timpang antar wilayah. Secara umum, kebijakan 

pendidikan inklusif telah mendorong peningkatan jumlah sekolah penyelenggara inklusi, namun 

jangkauannya belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Data menunjukkan 

bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat sekitar 85 Sekolah Dasar (SD) penyelenggara pendidikan 

inklusif, sementara pada jenjang menengah terdapat sekitar 22 SMA/SMK inklusi. Jika dibandingkan 

dengan total jumlah satuan pendidikan di Provinsi Banten yang mencapai ribuan sekolah, proporsi ini 

masih sangat kecil, sehingga belum mampu menjangkau seluruh peserta didik berkebutuhan khusus 

secara luas. 

Ketimpangan akses juga terlihat jelas dari distribusi geografis sekolah inklusi. Wilayah perkotaan 

seperti Kota Tangerang dan Kota Serang cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, 

namun tidak selalu memiliki jumlah sekolah inklusi yang memadai. Sementara itu, beberapa wilayah 

seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang memiliki karakteristik wilayah perdesaan dan tingkat 

pembangunan yang relatif lebih rendah, justru menghadapi keterbatasan yang lebih besar dalam 

penyediaan layanan pendidikan inklusif. Aksesibilitas menjadi kendala utama, di mana jarak tempuh 

yang jauh, keterbatasan transportasi, serta minimnya fasilitas pendukung membuat banyak anak 

berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses sekolah inklusi (Coutet, 2022; Ebekozien & Aigbavboa, 

2022; McIntyre & Gilbert, 2021). 

Selain itu, faktor ketersediaan sumber daya juga turut memengaruhi pemerataan layanan. Sekolah 

di wilayah perkotaan relatif lebih siap dari segi sarana prasarana dan tenaga pendidik, meskipun masih 

belum ideal. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas ramah 

disabilitas, seperti akses kursi roda, alat bantu belajar, maupun ruang layanan khusus. Keterbatasan guru 

pembimbing khusus (GPK) juga menjadi hambatan signifikan, di mana sebagian besar sekolah inklusi 

belum memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. 

Tabel 2. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

No Aspek Indikator Data/Temuan Analisis 

1 Ketersediaan 

Sekolah Inklusi 

SD inklusi ± 85 sekolah Jumlah masih sangat terbatas 

dibanding total SD   
SMA/SMK inklusi ± 22 sekolah Belum menjangkau seluruh 

wilayah   
Proporsi terhadap total 

sekolah 

Sangat kecil Akses layanan belum merata 

2 Cakupan 

Peserta Didik 

Jumlah ABK ± 5.000 anak Kebutuhan layanan tinggi 

  
ABK terlayani < 1.000 anak Cakupan layanan rendah   
Persentase 

keterlayanan 

< 20% > 80% belum terlayani 

3 Distribusi 

Wilayah 

Wilayah perkotaan Kota 

Tangerang, 

Kota Serang 

Fasilitas lebih lengkap, namun 

belum merata jumlah sekolah 

inklusi   
Wilayah perdesaan Kab. 

Pandeglang, 

Lebak 

Akses sangat terbatas 

  
Ketimpangan wilayah Tinggi Disparitas antar daerah 

signifikan 

4 Aksesibilitas Jarak tempuh Relatif jauh 

(wilayah desa) 

Menjadi hambatan utama 

  
Transportasi Terbatas Menghambat mobilitas ABK   
Fasilitas pendukung Minim Menurunkan akses layanan 
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5 Sarana & 

Prasarana 

Fasilitas inklusif Belum 

memadai 

Banyak sekolah belum ramah 

disabilitas   
Akses fisik (kursi roda, 

dll) 

Terbatas Menghambat partisipasi ABK 

6 Sumber Daya 

Manusia 

Guru Pembimbing 

Khusus (GPK) 

Terbatas Tidak semua sekolah 

memiliki GPK   
Kompetensi guru Belum merata Pembelajaran belum optimal 

7 Kesenjangan 

Layanan 

Perkotaan vs perdesaan Tinggi Perbedaan akses dan kualitas 

layanan   
Ketersediaan sekolah Tidak merata Konsentrasi di wilayah 

tertentu 

8 Dampak Akses pendidikan ABK Rendah Banyak ABK belum terlayani   
Pemerataan pendidikan Belum tercapai Kebijakan belum efektif 

sepenuhnya 

9 Kebutuhan 

Strategis 

Pemerataan sekolah 

inklusi 

Sangat 

diperlukan 

Untuk memperluas akses 

  
Peningkatan SDM Mendesak Untuk meningkatkan kualitas 

layanan   
Penyediaan fasilitas Prioritas Mendukung pendidikan 

inklusif 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan inklusif di Provinsi Banten 

masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan 

perdesaan. Keterbatasan jumlah sekolah inklusi, rendahnya cakupan layanan bagi anak berkebutuhan 

khusus, serta minimnya fasilitas dan tenaga pendidik menjadi faktor utama yang menghambat 

tercapainya pemerataan pendidikan secara optimal. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten belum sepenuhnya berhasil dalam 

mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara 

wilayah perkotaan dan perdesaan, baik dari segi ketersediaan sekolah, akses peserta didik, maupun 

kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu diperkuat 

melalui strategi yang lebih terarah, seperti pemerataan distribusi sekolah inklusi, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas yang lebih inklusif di seluruh wilayah. 

D. Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Inklusif 

Tabel 3.  Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

No Aspek Indikator Data/Temu

an 

Kondisi Analisis 

1 Sarana dan 

Prasarana 

Akses fisik (ramp, toilet 

disabilitas, ruang 

layanan) 

< 50% 

sekolah 

memiliki 

Belum 

memadai 

Fasilitas dasar 

belum terpenuhi 

  
Alat bantu pembelajaran 

(media visual, alat bantu 

dengar) 

Sangat 

terbatas 

Kurang Menghambat 

proses belajar 

ABK   
Perbedaan wilayah Perkotaan > 

Perdesaan 

Tidak 

merata 

Disparitas 

infrastruktur 

tinggi 

2 Kurikulum 

Adaptif 

Implementasi kurikulum 

modifikasi 

± 30–40% 

sekolah 

Rendah Mayoritas 

masih 

kurikulum 

reguler 
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Penerapan IEP 

(Individualized 

Education Program) 

Terbatas Belum 

optimal 

Kurang 

pemahaman 

teknis guru   
Diferensiasi 

pembelajaran 

Sebagian 

kecil 

Kurang Pembelajaran 

belum inklusif 

3 Lingkungan 

Belajar Inklusif 

Penerimaan sosial siswa ± 60% 

sekolah 

Cukup 

berkembang 

Interaksi sosial 

mulai terbentuk   
Praktik non-diskriminasi Ada namun 

belum 

merata 

Belum 

optimal 

Masih ada 

marginalisasi 

terselubung   
Budaya inklusif sekolah Belum kuat Lemah Masih terdapat 

stigma 

4 Tenaga Pendidik Ketersediaan Guru 

Pembimbing Khusus 

(GPK) 

Sebagian 

besar belum 

ada 

Sangat 

terbatas 

Peran 

digantikan guru 

umum   
Kompetensi guru 

inklusif 

Belum 

merata 

Rendah Kurang 

pelatihan dan 

pendampingan 

5 Kesenjangan 

Wilayah 

Perkotaan vs Perdesaan Tinggi Tidak 

merata 

Akses dan 

kualitas berbeda 

6 Dampak 

Implementasi 

Kualitas layanan 

pendidikan inklusif 

Belum 

optimal 

Rendah Kebutuhan 

ABK belum 

terpenuhi 

7 Kebutuhan 

Penguatan 

Sarana prasarana Sangat 

diperlukan 

Prioritas Untuk 

mendukung 

aksesibilitas   
Pelatihan guru Mendesak Penting Meningkatkan 

kompetensi   
Penguatan budaya 

inklusif 

Diperlukan Strategis Mengurangi 

stigma 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kesiapan satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan 

inklusif di Provinsi Banten masih berada pada tingkat yang belum optimal. Keterbatasan fasilitas, 

rendahnya penerapan kurikulum adaptif, serta belum terbentuknya lingkungan belajar yang sepenuhnya 

inklusif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di 

Provinsi Banten masih berada pada kategori belum optimal, baik dari aspek sarana dan prasarana, 

kurikulum adaptif, maupun lingkungan belajar inklusif. Secara umum, meskipun sejumlah sekolah telah 

ditetapkan sebagai sekolah inklusi, tingkat kesiapan antar sekolah masih sangat bervariasi dan 

cenderung dipengaruhi oleh lokasi wilayah (perkotaan vs perdesaan) serta ketersediaan sumber daya. 

Secara keseluruhan, kesiapan satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan fasilitas fisik, belum 

optimalnya penerapan kurikulum adaptif, serta belum terbentuknya lingkungan belajar yang 

sepenuhnya inklusif menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah, seperti peningkatan investasi pada sarana 

prasarana, pelatihan intensif bagi guru, serta penguatan budaya sekolah inklusif agar implementasi 

pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 

E.  Kompetensi dan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan peran guru merupakan determinan utama 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, namun pada praktiknya di Provinsi 

Banten masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari aspek kapasitas profesional, mayoritas guru di 

sekolah inklusi belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan 

khusus (ABK). Data penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 30–35% guru yang pernah mengikuti 

pelatihan pendidikan inklusif, baik dalam bentuk workshop, diklat, maupun bimbingan teknis. 
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Sementara itu, sekitar 65–70% guru belum mendapatkan pelatihan formal, sehingga pemahaman 

mereka terhadap strategi pembelajaran inklusif masih terbatas pada pengetahuan umum. 

Tabel 4. Kompetensi dan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

No Aspek Indikator Data/Temuan Kondisi Analisis 

1 Kapasitas 

Profesional 

Guru yang pernah 

mengikuti pelatihan 

inklusif 

± 30–35% Rendah Kompetensi khusus 

masih terbatas 

  
Guru tanpa pelatihan 

formal 

± 65–70% Tinggi Pemahaman masih 

umum 

2 Pengalaman 

Mengajar 

Guru dengan 

pengalaman 

menangani ABK 

Ada, namun 

terbatas 

Belum 

optimal 

Learning by doing 

tanpa dasar kuat 

  
Penerapan 

pembelajaran adaptif 

± 25–30% 

guru 

Rendah Kurang 

implementasi 

diferensiasi   
Penggunaan IEP Terbatas Belum 

maksimal 

Minim pemahaman 

teknis 

3 Metode 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

konvensional 

Mayoritas guru Dominan Kurang responsif 

terhadap kebutuhan 

ABK 

4 Guru 

Pembimbing 

Khusus (GPK) 

Sekolah tanpa GPK 

tetap 

> 60% sekolah Tinggi Kekurangan tenaga 

ahli 

  
Peran GPK (jika 

tersedia) 

Asesmen, IEP, 

pendampingan 

Sangat 

penting 

Meningkatkan 

kualitas layanan 

5 Kolaborasi Sekolah dengan 

kolaborasi aktif (guru–

GPK orang tua) 

± 40% sekolah Rendah Koordinasi belum 

optimal 

  
Keterlibatan orang tua Terbatas Kurang Intervensi tidak 

berkelanjutan 

6 Sikap dan 

Persepsi Guru 

Guru yang mendukung 

pendidikan inklusif 

± 65% Cukup 

baik 

Penerimaan sudah 

berkembang   
Guru yang belum siap ± 35% Masih 

signifikan 

Kendala 

kompetensi dan 

beban kerja 

7 Dampak Kualitas layanan 

pendidikan inklusif 

Belum optimal Rendah Dipengaruhi 

kompetensi guru 

8 Kebutuhan 

Penguatan 

Pelatihan 

berkelanjutan 

Sangat 

diperlukan 

Prioritas Meningkatkan 

kapasitas guru   
Penambahan GPK Mendesak Penting Mendukung 

implementasi   
Penguatan kolaborasi Diperlukan Strategis Meningkatkan 

efektivitas layanan 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan peran guru dalam pendidikan inklusif di 

Provinsi Banten masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pelatihan, pengalaman 

pembelajaran adaptif, serta ketersediaan guru pembimbing khusus (GPK). Kondisi ini berdampak 

langsung pada belum optimalnya kualitas layanan pendidikan inklusif dan menjadi salah satu faktor 

utama penghambat pemerataan pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kompetensi dan peran guru dalam pendidikan inklusif di Provinsi Banten masih belum optimal 

dan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan. Keterbatasan 
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pelatihan, rendahnya pengalaman dalam pembelajaran adaptif, serta minimnya ketersediaan guru 

pembimbing khusus menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya strategis yang lebih terarah, seperti peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi guru, 

penempatan GPK di setiap sekolah inklusi, serta penguatan sistem kolaborasi antara guru, orang tua, 

dan pemangku kepentingan lainnya agar pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal dan 

berkontribusi nyata terhadap pemerataan pendidikan di Provinsi Banten. 

F. Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang berdampak langsung pada 

belum optimalnya pemerataan pendidikan. Tiga kendala utama yang teridentifikasi meliputi 

keterbatasan sumber daya, masih kuatnya stigma sosial, serta lemahnya koordinasi antar pemangku 

kepentingan. Ketiga faktor ini saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain, sehingga 

menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari aspek keterbatasan sumber daya, 

penelitian menemukan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kapasitas yang 

memadai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Data menunjukkan bahwa 

kurang dari 50% sekolah inklusi memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti ramp, 

toilet khusus, dan alat bantu pembelajaran. Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik profesional juga 

menjadi kendala signifikan. Sekitar 60% sekolah inklusi belum memiliki guru pembimbing khusus 

(GPK) secara tetap, sehingga layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) seringkali 

ditangani oleh guru reguler yang belum memiliki kompetensi khusus. Dari sisi kapasitas guru, hanya 

sekitar 30–35% yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif, sehingga sebagian besar guru 

masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran adaptif. Keterbatasan anggaran juga 

menjadi faktor penghambat, di mana alokasi dana untuk pengembangan pendidikan inklusif masih 

belum menjadi prioritas di sebagian daerah. 

Selanjutnya, dari aspek stigma sosial, penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan serius. Meskipun terdapat 

perkembangan positif, sekitar 50% lingkungan masyarakat masih menunjukkan sikap ambivalen, dan 

bahkan sebagian masih memiliki stigma negatif terhadap ABK. Stigma ini tidak hanya terjadi di 

masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sekitar 30–40% guru dan warga sekolah masih 

memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep pendidikan inklusif, yang berdampak pada 

munculnya perlakuan diskriminatif secara tidak langsung, seperti pengelompokan siswa atau rendahnya 

ekspektasi terhadap kemampuan ABK. Selain itu, stigma juga memengaruhi keterlibatan orang tua, di 

mana sekitar 60% orang tua belum aktif terlibat dalam pendidikan anak karena faktor rasa malu, 

kurangnya pemahaman, atau tekanan sosial. Kondisi ini berdampak pada rendahnya dukungan sosial 

dan psikologis bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 

Dari sisi koordinasi antar pemangku kepentingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi 

secara optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 35–45% program pendidikan inklusif yang 

melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Koordinasi 

antar instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga layanan disabilitas masih lemah, yang 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, sistem komunikasi dan pertukaran data antar lembaga belum berjalan secara efektif, sehingga 

perencanaan dan pengambilan keputusan seringkali tidak berbasis data yang akurat. Di tingkat sekolah, 

koordinasi internal juga belum optimal, terutama dalam kolaborasi antara guru kelas dan guru 

pembimbing khusus (GPK). 

Tabel 5. Hambatan dan Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten 

No Aspek 

Hambatan 

Indikator Data/Temuan Permasalahan 

Utama 

Dampak 

1 Keterbatasan 

Sumber Daya 

Sarana & 

prasarana 

< 50% sekolah 

memiliki fasilitas 

ramah disabilitas 

Infrastruktur 

belum memadai 

Layanan 

pendidikan 

tidak optimal 
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Tenaga pendidik 

(GPK) 

± 60% sekolah 

belum memiliki 

GPK tetap 

Kekurangan 

tenaga 

profesional 

Pendampingan 

ABK tidak 

maksimal   
Kompetensi guru ± 30–35% guru 

pernah pelatihan 

inklusif 

Rendahnya 

kapasitas 

pembelajaran 

adaptif 

Pembelajaran 

tidak sesuai 

kebutuhan 

ABK   
Anggaran Alokasi belum 

prioritas di 

beberapa daerah 

Keterbatasan 

pembiayaan 

Pengembangan 

program 

terhambat 

2 Stigma Sosial Persepsi 

masyarakat 

± 50% masih 

ambivalen 

terhadap ABK 

Stigma dan 

diskriminasi 

Penerimaan 

sosial belum 

optimal   
Pemahaman guru 

& sekolah 

± 30–40% 

pemahaman masih 

terbatas 

Kurangnya 

literasi inklusif 

Perlakuan 

diskriminatif 

terselubung   
Keterlibatan 

orang tua 

± 60% belum aktif 

terlibat 

Faktor ekonomi 

& sosial 

Dukungan 

pendidikan 

tidak 

berkelanjutan 

3 Koordinasi 

Antar 

Pemangku 

Kepentingan 

Kolaborasi 

program 

± 35–45% 

program 

melibatkan 

kolaborasi aktif 

Sinergi lintas 

sektor rendah 

Program tidak 

efektif 

  
Integrasi 

kelembagaan 

Koordinasi antar 

dinas belum 

optimal 

Ego sektoral Program 

tumpang tindih 

  
Sistem data & 

komunikasi 

Belum terintegrasi 

secara sistematis 

Data tidak 

sinkron 

Kebijakan 

tidak berbasis 

data   
Koordinasi 

internal sekolah 

Belum optimal 

antara guru & 

GPK 

Kurang 

kolaborasi 

internal 

Layanan 

pendidikan 

tidak 

maksimal 

4 Dampak 

Implementasi 

Akses pendidikan Banyak ABK 

belum terlayani 

Kesenjangan 

layanan 

Pemerataan 

belum tercapai   
Kualitas layanan Rendah Sistem belum 

optimal 

Hasil belajar 

kurang 

maksimal   
Efektivitas 

kebijakan 

Belum optimal Implementasi 

parsial 

Tujuan 

kebijakan 

belum tercapai 

5 Arah Solusi Penguatan 

sumber daya 

Peningkatan 

fasilitas & SDM 

Perlu intervensi 

pemerintah 

Kualitas 

layanan 

meningkat   
Edukasi sosial Kampanye 

inklusif 

Perlu 

peningkatan 

kesadaran 

Mengurangi 

stigma 

  
Koordinasi lintas 

sektor 

Integrasi program Perlu sistem 

terpadu 

Implementasi 

lebih efektif 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa hambatan implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten 

bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural (sumber daya), kultural (stigma sosial), dan 

kelembagaan (koordinasi). Data mengindikasikan bahwa keterbatasan fasilitas (<50%), kekurangan 

guru khusus (±60%), serta rendahnya kolaborasi lintas sektor (35–45%) menjadi faktor dominan yang 

menghambat keberhasilan kebijakan. Dampaknya, akses dan kualitas layanan pendidikan inklusif masih 

belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui penguatan sumber daya, 

peningkatan kesadaran sosial, serta integrasi koordinasi antar pemangku kepentingan agar tujuan 

pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

G.  Dampak Implementasi terhadap Pemerataan Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi 

Banten telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan pendidikan, namun capaian 

tersebut masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh wilayah. Evaluasi dampak difokuskan pada 

tiga aspek utama, yaitu peningkatan akses pendidikan, pengurangan kesenjangan pendidikan, serta 

peningkatan kualitas pembelajaran. Dari aspek peningkatan akses pendidikan, kebijakan inklusif telah 

membuka peluang lebih luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) untuk mengakses layanan 

pendidikan formal. Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 85 Sekolah Dasar (SD) inklusi dan 22 

SMA/SMK inklusi yang telah ditetapkan di Provinsi Banten. Keberadaan sekolah inklusi ini 

berkontribusi pada meningkatnya jumlah ABK yang dapat bersekolah di lingkungan pendidikan 

reguler. Namun demikian, dari estimasi sekitar 5.000 anak berkebutuhan khusus, hanya kurang dari 

1.000 anak (±20%) yang telah terlayani dalam sistem pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun akses pendidikan mengalami peningkatan, cakupannya masih terbatas dan belum mampu 

menjangkau seluruh ABK secara optimal, terutama di wilayah perdesaan dan daerah dengan 

keterbatasan infrastruktur pendidikan. 

Pada aspek pengurangan kesenjangan pendidikan, implementasi pendidikan inklusif mulai 

menunjukkan kontribusi dalam mengurangi disparitas layanan pendidikan, khususnya antara peserta 

didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi memberikan ruang bagi ABK 

untuk belajar bersama siswa lainnya, sehingga mengurangi praktik segregasi pendidikan. Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan masih cukup signifikan, baik dari segi distribusi sekolah 

inklusi maupun kualitas layanan antar wilayah. Ketimpangan terlihat dari perbedaan akses antara daerah 

perkotaan dan perdesaan, di mana wilayah seperti Kota Tangerang dan Kota Serang relatif lebih 

memiliki fasilitas pendidikan dibandingkan daerah seperti Lebak dan Pandeglang. Selain itu, 

keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik menyebabkan kualitas layanan yang diterima ABK masih 

belum setara dengan siswa reguler. Dengan demikian, meskipun kesenjangan mulai berkurang secara 

konseptual, secara empiris masih terdapat disparitas yang cukup lebar. 

Sementara itu, dari aspek peningkatan kualitas pembelajaran, kebijakan pendidikan inklusif 

mendorong perubahan pendekatan pembelajaran menjadi lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. 

Beberapa sekolah inklusi telah mulai menerapkan strategi seperti diferensiasi pembelajaran dan 

penyusunan Individualized Education Program (IEP). Namun, implementasi ini masih terbatas, di 

mana hanya sekitar 25–30% sekolah yang secara konsisten menerapkan pembelajaran adaptif. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan kompetensi guru, di mana hanya sekitar 30–35% guru yang telah 

mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Selain itu, kurang dari 50% sekolah memiliki fasilitas 

pendukung pembelajaran yang memadai. Dampaknya, kualitas pembelajaran bagi ABK belum 

sepenuhnya optimal, dan hasil belajar yang dicapai masih bervariasi antar sekolah. 

Secara keseluruhan, dampak implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap pemerataan 

pendidikan di Provinsi Banten menunjukkan tren yang positif namun belum signifikan. Peningkatan 

akses pendidikan sudah mulai terlihat, tetapi masih terbatas pada sebagian kecil ABK. Pengurangan 

kesenjangan pendidikan juga mulai terjadi, namun belum mampu menghilangkan disparitas antar 

wilayah dan antar kelompok peserta didik. Sementara itu, peningkatan kualitas pembelajaran masih 

terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas tenaga pendidik. 
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Tabel 6. Dampak Implementasi Pendidikan Inklusif terhadap Pemerataan Pendidikan di Provinsi 

Banten 

No Aspek Dampak Indikator Data/Temuan Kondisi Dampak 

1 Peningkatan 

Akses 

Pendidikan 

Jumlah sekolah 

inklusi 

± 85 SD dan 22 

SMA/SMK 

inklusi 

Masih terbatas 

dibanding total 

sekolah 

Akses meningkat 

namun belum 

merata   
Jumlah ABK 

terlayani 

< 1.000 dari ± 

5.000 ABK 

(±20%) 

Mayoritas ABK 

belum 

terjangkau 

Pemerataan akses 

belum optimal 

  
Sebaran 

wilayah 

Dominan di 

wilayah tertentu 

Tidak merata 

antar daerah 

Akses timpang 

kota–desa 

2 Pengurangan 

Kesenjangan 

Pendidikan 

Integrasi siswa ABK mulai 

belajar di 

sekolah reguler 

Sudah mulai 

berjalan 

Mengurangi 

segregasi 

pendidikan   
Kesenjangan 

wilayah 

Masih tinggi 

(perkotaan vs 

perdesaan) 

Disparitas masih 

terjadi 

Pemerataan 

belum tercapai 

  
Kualitas 

layanan 

Berbeda antar 

sekolah 

Belum standar Ketimpangan 

kualitas 

pendidikan 

3 Peningkatan 

Kualitas 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

adaptif 

± 25–30% 

sekolah 

menerapkan 

Masih terbatas Pembelajaran 

belum optimal 

  
Kompetensi 

guru 

± 30–35% guru 

terlatih 

Mayoritas belum 

kompeten 

Kualitas 

pembelajaran 

rendah   
Fasilitas 

pembelajaran 

< 50% sekolah 

memiliki 

fasilitas 

memadai 

Infrastruktur 

terbatas 

Dukungan belajar 

kurang 

4 Dampak Umum 

Implementasi 

Akses 

pendidikan 

Mulai 

meningkat 

Belum 

menjangkau 

semua ABK 

Pemerataan 

parsial 

  
Kesenjangan 

pendidikan 

Mulai berkurang Masih signifikan Ketimpangan 

tetap ada   
Kualitas 

pembelajaran 

Mulai 

berkembang 

Belum optimal Hasil belajar 

belum maksimal 

5 Implikasi 

Kebijakan 

Efektivitas 

kebijakan 

Belum optimal Implementasi 

belum merata 

Tujuan belum 

tercapai   
Kebutuhan 

penguatan 

Tinggi Perlu intervensi Perbaikan sistem 

pendidikan 

inklusif 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 

Tabel ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses, pengurangan kesenjangan, dan kualitas 

pembelajaran. Namun, data memperlihatkan bahwa capaian tersebut masih terbatas, dengan hanya 

sekitar 20% ABK yang terlayani, rendahnya penerapan pembelajaran adaptif (25–30%), serta 

keterbatasan fasilitas (<50%). Oleh karena itu, dampak kebijakan masih bersifat parsial dan 

memerlukan penguatan lebih lanjut agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara 

menyeluruh. 

H. Model atau Rekomendasi Implementasi Pendidikan Inklusif yang Ideal 
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Menyusun rekomendasi berbasis temuan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di 

masa depan. 

 

Gambar.3 Model Impelemntasi Pendidikan Inklusif 

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 

Gambar tersebut merupakan infografik visualisasi hasil penelitian menggunakan NVIVO yang 

berjudul Model Rekomendasi Implementasi Pendidikan Inklusif yang Ideal Berbasis Temuan Penelitian 

di Provinsi Banten. Infografik ini menggambarkan kondisi aktual, model implementasi ideal, roadmap 

kebijakan, hingga dampak yang diharapkan dari penerapan pendidikan inklusif. Pada bagian kiri 

ditampilkan temuan penelitian terkait kondisi saat ini, yang menyoroti berbagai kendala seperti 

keterbatasan sumber daya (kurang dari 50% sekolah memiliki sarana ramah disabilitas, 60% belum 

memiliki Guru Pembimbing Khusus, dan hanya 30–35% guru yang terlatih), stigma sosial yang masih 

kuat, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Dampak dari kondisi ini adalah layanan 

pendidikan yang belum merata dan kualitas pembelajaran yang masih rendah. 

Di bagian tengah, ditampilkan model implementasi pendidikan inklusif yang ideal yang terdiri 

dari lima pilar utama, yaitu penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan sumber daya manusia 

pendidik, penyediaan sarana dan prasarana inklusif, sistem data, asesmen dan pemantauan, serta 

kolaborasi pemangku kepentingan. Kelima komponen ini saling terintegrasi dengan prinsip sinergi, 

kolaboratif, berbasis data, dan berkelanjutan. Sementara itu, bagian kanan menunjukkan dampak yang 

diharapkan, seperti meningkatnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hingga minimal 

60%, menurunnya kesenjangan pendidikan, serta meningkatnya kualitas pembelajaran hingga 70%. 

Pada bagian bawah, infografik menyajikan roadmap implementasi kebijakan dalam tiga tahap: 

jangka pendek (1 tahun) yang fokus pada pemetaan data dan pelatihan dasar, jangka menengah (2–3 

tahun) yang menekankan pemerataan fasilitas dan penguatan koordinasi, serta jangka panjang (4–5 

tahun) yang bertujuan menciptakan sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan merata di seluruh 

wilayah. Selain itu, ditampilkan pula kunci keberhasilan yang meliputi komitmen pimpinan, kolaborasi 

lintas sektor, investasi anggaran, peningkatan kapasitas, dan perubahan budaya menuju inklusi. Secara 

keseluruhan, infografik ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung 

pada kebijakan, tetapi juga pada sinergi dan komitmen semua pihak agar tidak ada peserta didik yang 

tertinggal. 
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KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten menunjukkan bahwa secara 

normatif telah tersedia kerangka regulasi yang cukup kuat untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh 

peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, pada tataran implementasi, kebijakan 

tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Hal ini terlihat 

dari masih adanya kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif antar wilayah, keterbatasan jumlah 

sekolah penyelenggara, serta belum meratanya kualitas layanan yang diberikan. Faktor utama yang 

memengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, 

rendahnya kompetensi dan jumlah guru yang memiliki keahlian khusus, serta sistem pendataan dan 

identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, 

koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum maksimal serta masih adanya stigma sosial terhadap 

disabilitas turut menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif. 

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan 

pendidikan, seperti peningkatan pelatihan guru, penguatan kebijakan daerah, serta penyediaan fasilitas 

pendukung. Upaya ini mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, capaian tersebut masih memerlukan 

penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan inklusif memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan 

pendidikan di Provinsi Banten, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. 

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas 

sumber daya dan sistem pendukung agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih 

efektif dan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya pendidikan yang adil dan merata. 
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